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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gugatan kabur dalam perkara 

perdata gugatan sederhana pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 

6/Pdt.G.S/2024/PN Btm, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan niet ontvankelijke verklaard (N.O.) akibat adanya obscuur 

libel dalam gugatan penggugat. Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari 

adanya pembentukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pihak 

penggugat dan tergugat yang dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa. 

Dalam sengketanya penggugat menilai bahwa tergugat telah melakukan sejumlah 

perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-haknya sebagai pembeli. Atas 

dasar tersebut, penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri 

setempat bersamaan dengan kuasa hukumnya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan kasus. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan, dan 

putusan pengadilan. Adapun pada data sekunder didapatkan dari buku-buku 

hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang akan dilakukan 

dengan metode studi kepustakaan. Penulis juga menggunakan pendekatan 

konseptual melalui teori gugatan, teori pembuktian dan asas-asas hukum yang 

relevan dengan penelitian. Di samping itu penulis juga menggunakan bahan 

hukum tersier dari kamus dan ensiklopedia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan penggugat 

dalam putusan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena adanya perumusan 

alasan gugatan (posita) dan tuntutan (petitum) yang saling berkontradiksi sehingga 

apa yang dituntut menjadi tidak jelas. Gugatan ini kemudian dinyatakan kabur 

(obscuur libel), serta dalam pertimbangan a quo, hakim menyatakan gugatan 

tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk menjaga 

kepastian hukum dan menghindari putusan yang melampaui kewenangan hakim. 

Adapun penulis menemukan kerancuan lain pada surat kuasa khusus yang dalam 

perumusannya terdapat kesalahan antara dalil dalam gugatan dengan tuntutan 

yang diajukan. 

Kata Kunci: Gugatan Obscuur Libel, Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard, 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the vague claim in the case of Batam District 

Court Decision Number  6/Pdt.G.S/2024/PN Btm, as well as to analyze the 

judge’s reasoning in rendering a Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) decision due 

to the presence of an Obscuur Libel in the plaintiff’s complaint. The issue in this 

study stems from the formation of a Preliminary Sales and Purchase Agreement 

between the plaintiff and the defendant, which led to a dispute. In that dispute, the 

plaintiff alleges that the defendant has commited an unlawful acts that infringed 

the plaintiff’s rights as a buyer. The plaintiff filled a lawsuit to the local district 

court through her legal counsel. 

 

The research method employed in this study is normative legal research 

utilizing a juridical approach, a conceptual approach, and a case-based 

approach. The author in this study utilized primary data in the form of the Civil 

Code, legislation, and court rulings. Secondary data was obtained from legal 

textbooks, journals, scholarly articles, and prior research, which will be 

conducted using a library research method. This study also employs a conceptual 

approach based on the theory of lawsuit, the theory of evidence and legal 

principles relevant to the research. In addition, the author also utilized tertiary 

legal sources from dictionaries and encyclopedias. 

The research findings indicate that there was ambiguity in the formulation 

of the statement of facts and the relief sought, which were contradictory, making 

the relief sought unclear, and thus the complaint was declared vague (obscuur 

libel). In his reasoning, the judge declared the lawsuit inadmissible (Niet 

Ontvankelijke Verklaard) to uphold legal certainty and avoid a ruling that 

exceeded the judge’s authority. Furthermore, there were also another ambiguity 

in the lawsuit filed by the Plaintiff in the decision did not meet formal 

requirements due to a lack of clarity between the argument of the claim and the 

lawsuit filed. 

 

Keywords: Obscuur Libel Lawsuit, Niet Ontvankelijke Verklaard Decision, 

Preliminary Sales and Purchase Agreement. 
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MOTTO 

 

  “If you fail to plan, you plan to fail.” 

“Everything you lose is a step you take.” 

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing 

up and moving into new chapters of your life is about catch and release. 

Knowing what things to keep and what things to release. The good things in your 

life are lighter anyway, so there’s more room for them.” 

-Taylor Swift 

 

 

“and He found you lost, and guided you.” 

-Q.S. Ad-Duha: 7 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gugatan adalah salah satu aspek penting dalam proses beracara pada 

Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata).
1
 Gugatan perlu dirumuskan dengan 

baik dalam keberlangsungan pengajuan gugatan ke pengadilan agar 

memperoleh pertimbangan hukum yang sesuai dengan harapan. Dalam 

praktik gugat-menggugat, sering kali hakim menolak surat gugatan yang 

diajukan oleh pihak penggugat atau tergugat, meskipun mereka telah diwakili 

oleh kuasa hukum.
2
 Hal ini disebabkan oleh kerumitan dalam menyusun 

gugatan, sehingga masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam 

dokumen tersebut, meskipun telah dirancang oleh individu berpengalaman di 

bidang hukum, baik praktisi maupun akademisi.
3
 

Demi tegaknya hukum, terutama hukum perdata materiil, keberadaan 

hukum acara perdata sangatlah penting. Hukum perdata materiil tidak dapat 

dipisahkan dari hukum acara perdata, begitu pula sebaliknya. Keduanya 

saling melengkapi dan memiliki keterkaitan dalam menegakkan hukum di 

masyarakat. Pembangunan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pembuat undang-undang, tetapi juga melibatkan peran penting dari hakim. 

Dalam praktiknya, banyak kaidah hukum yang tercipta melalui putusan 

                                                           
1
 Lia Oktavia, “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata,” Media Hukum 

Indonesia (MHI), Vol. 2 No. 4 (2024), hlm. 801. 

 
2
 Ibid. 

 
3
 Ibid. 
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hakim. Bagi hakim, hukum acara perdata menjadi pedoman utama atau aturan 

operasional dalam menangani suatu perkara. Hukum acara perdata tidak 

hanya berperan dalam proses peradilan, tetapi juga memiliki dampak di luar 

ranah pengadilan. Oleh karena itu, hukum acara perdata memerlukan 

perhatian yang setara dengan hukum perdata materiil, termasuk pemahaman 

dan penguasaan yang baik.
4
 

Sebuah gugatan adalah perwujudan atas tuntutan hak, penuntutan hak 

memiliki tujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh 

pengadilan. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang 

cukup. Hal ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu 

tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Tuntutan atas sebuah hak 

menurut Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg disebut juga 

sebagai disebut gugatan, sebuah gugatan harus diajukan ke pengadilan, yang 

dalam pengajuannya dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan.
5
  

Suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu 

pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Biasanya 

orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai 

pihak di muka Pengadilan, baik sebagai Tergugat maupun Penggugat.  

Penggugat yaitu orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, sedangkan 

Tergugat yaitu orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dianggap atau 

dirasa melanggar hak seseorang. Di sini dikatakan yang “merasa” haknya 

                                                           
4
 Ibid., hlm. 802. 

 
5
 Muhammad Fadillah Ulhad, “Konsep Hukum Pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi 

Akibat Kredit Macet,” Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 125. 
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dilanggar, digunakannya perkataan tersebut karena belum tentu orang yang 

bersangkutan benar-benar telah terganggu haknya, sedangkan dikatakan yang 

“dirasa” melanggar hak seseorang, karena belum tentu yang bersangkutan 

melanggar hak orang lain. Dengan demikian jelaslah bahwa selama belum 

ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), 

maka seseorang tidak dapat secara langsung dianggap telah melanggar hak 

seseorang atau sebaliknya.
6
 

Gugatan perdata umumnya terjadi setelah pihak tergugat melakukan 

pelanggaran hak dan kewajiban yang bisa merugikan pihak penggugat. Pihak 

tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang 

diminta oleh pihak penggugat, sehingga timbul sengketa di antara penggugat 

dan tergugat. Menurut hukum perdata, jika seseorang ingin menyelesaikan 

perkara atau sengketanya dengan pihak lain ke pengadilan, maka yang 

bersangkutan harus mengajukan gugatan yang memenuhi sejumlah syarat 

formil seperti yang diatur di dalam HIR atau RBg. Pengajuan gugatan ke 

pengadilan yang tidak memenuhi persyaratan akan dinyatakan tidak sah, 

sehingga gugatan tidak akan diperiksa dan dinyatakan N.O atau tidak 

diterima.
7
 

Salah satu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dalam 

ketentuan hukum perdata terlihat pada gugatan yang diajukan dalam Putusan 

                                                           
6
 I Nyoman Setiadi Sabda, “Syarat Materil dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara 

Perdata,” Lex Privatum, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 70.  

 
7
 Saifudin, Dasar-Dasar Hukum Perdata, Cetakan ke-1 (Sukoharjo: CV Tahta Media 

Group, 2024), hlm. 82. 
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Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm. Dalam putusannya hakim menyatakan 

gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) dikarenakan dalam posita dan 

petitum gugatan saling berkontradiksi sehingga tidak jelas apa yang 

dituntut/diminta, sehingga hakim tidak memasuki pokok perkara tersebut dan 

menjatuhkan putusan Niet Onvantkelijke Verklaard (N.O). Selain itu, setelah 

ditelaah lebih lanjut, ditemukan adanya ketidaksinkoranan antara perumusan 

dalil gugatan dengan gugatan yang diajukan, yakni dalil wanprestasi yang 

diajukan kepada gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan 

ketidakjelasan.  

Pada hakikatnya, tindakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 

berada pada dua materi dengan muatan yang berbeda. Dalam KUHPerdata, 

wanprestasi di atur dalam Pasal 1234 dan tentang prestasi diatur dalam Pasal 

1243, sementara perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan 

1366. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat perbedaan signifikan antara 

keduanya. Adapun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 Tahun 

1984 dinyatakan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dalam 

perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib 

beracara sehingga harus diselesaikan secara tersendiri.
8
 Penggabungan 

gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat membuat gugatan 

dinyatakan obscuur libel atau tidak jelas.
9
 Dapat dimaknai bahwa pemisahan 

                                                           
8
 Maralutan Siregar, “Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum 

dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan,” Locus Journal of Academic 

Literature Review, Vol. 2 No. 6 (2023), hlm. 537. 

 
9
 Ibid. 
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gugatan antara keduanya adalah suatu keharusan, karena apabila tetap 

digabungkan akan menjadi fatal dan menimbulkan kontradiktif sehingga 

putusan dapat menjadi Niet Onvantkelijke Verklaard (N.O).
10

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini penting bagi 

penulis untuk dikaji bagaimana sebuah gugatan dapat dinyatakan tidak 

jelas/kabur (obscuur libel) dianalisis sesuai dengan ketentuan hukum 

sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, KUHAPerdata, maupun perundang-

undangan lain yang berlaku, serta memberikan wawasan mengapa penting 

bagi seorang penggugat dan kuasa hukumnya untuk mampu merumuskan 

dalil-dalil gugatan yang baik dan benar. Maka penelitian akan diangkat 

dengan judul “Gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) Perumahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 

6/Pdt.G.S/2024/PN BTM).” 

 Penelitian ini memberi tujuan untuk menganalisis konsep gugatan, 

terutama pada gugatan obscuur libel, dan memberi refleksi pentingnya 

perumusan dalil-dalil gugatan secara sistematis agar sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku, guna menunjang keberhasilan dalam proses gugatan ke 

pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif (normative legal 

research) dan sifat penelitian deskriptif-analitis, Penulis berharap penelitian 

ini dapat memberikan pemahaman mengenai konsep dasar gugatan, 

khususnya pada gugatan obscuur libel yang menjadikan sebuah putusan 

dinyatakan tidak diterima (N.O), untuk memberikan refleksi bahwa Hukum 

                                                           
10

 Ibid., hlm. 542. 
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Acara Perdata tidak dapat terpisahkan dari proses beracara itu sendiri 

sehingga menjadi penting untuk memahami syarat-syarat formil yang sesuai 

dengan aturan hukum. 

 

B. Rumusan Masalah 

Guna menjawab problematika dalam latar belakang diatas, maka 

penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap gugatan obscuur libel dalam 

putusan PN Batam No. 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm? 

2. Bagaimana implikasi gugatan obscuur libel terhadap proses 

pembuktian oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Batam 

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis konsep gugatan dalam hukum perdata dan hukum 

acara perdata untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan 

penggugat telah memenuhi kriteria obscuur libel menurut hukum 

acara perdata. 

b. Untuk mengkaji ketepatan pertimbangan hakim dalam menyatakan 

gugatan obscuur libel dan memutus putusan Niet Onvantkelijke 

Verklaard (N.O) dianalisis dengan teori pembuktian dan asas 

hakim bersifat pasif. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam pemahaman 

mengenai gugatan obscuur libel dan perumusan gugatan yang baik 

dan benar agar memenuhi syarat formil dalam aturan hukum. 

Penelitian ini juga berupaya memperkaya kajian mengenai 

pertimbangan hakim, khususnya pada penjatuhan putusan N.O akibat 

gugatan obscuur libel dalam hukum perdata. Melalui analisis terhadap 

putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai gugatan obscuur libel. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi praktisi 

hukum maupun masyarakat sebagai referensi dalam penyusunan atau 

perumusan suatu gugatan perdata, agar terhindar dari adanya cacat 

formil berupa gugatan obscuur libel. 
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D. Telaah Pustaka 

Pertama, artikel jurnal oleh Rahmatullah, “Analisis Yuridis Terhadap 

Putusan Gugatan Tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam Perkara 

Perdata.”
11

 Dalam pembahasannya difokuskan pada gugatan yang 

mengandung cacat formil, termasuk obscuur libel sebagai gugatan yang 

kabur/tidak jelas. Dipaparkan bahwa ketidakjelasan antara posita dan petitum 

merupakan dasar formal yang sering menjadikan putusan tidak diterima. Pada 

pembahasan ditegaskan pula bahwa gugatan yang kabur membuat perkara 

tidak sampai kepada pemeriksaan pokok sengketa. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Penulis yang akan menjelaskan konsep mengenai gugatan obscuur 

libel dalam putusan hakim. 

Kedua, artikel jurnal oleh Muhammad Danish Jose Idnadine dkk., 

“Peran Hakim dalam Menilai Cacat Formil Gugatan Perdata.”
12

 Dalam 

pembahasannya dijelaskan bahwa hakim memiliki wewenang untuk menilai 

kejelasan identitas para pihak, kejelasan posita dan petitum, serta kesesuaian 

antara posita dan petitum sebelum masuk ke pokok perkara. Secara 

keseluruhan penelitian ini membahas mengenai teori dan kewenangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan N.O yang memiliki batasan tegas, yaitu hanya 

dapat dilakukan apabila cacat formil bersifat mendasar, tidak dapat 

diperbaiki, dan secara nyata menghalangi pemeriksaan pokok perkara. 

                                                           
11

 Rahmatullah, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Gugatan Tidak Diterima (Niet 

Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Perdata,” Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 

2 (2025). 

 
12

 Muhammad Danish Jose Idnadine dkk.,  “Peran Hakim Dalam Menilai Cacat Formil 

Gugatan Perdata” JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, Vol. 03 No. 01 (2026). 
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Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis untuk mengkaji ketepatan 

pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan obscuur libel dan memutus 

putusan Niet Onvantkelijke Verklaard (N.O) pada Putusan Nomor 

6/Pdt.G.S/2024/PN Btm. 

Ketiga, skripsi oleh Vicky dede Aridha, “Analisis Terhadap Gugatan 

Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Perkara gugatan cerai 

di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020.”
13

 Dalam pembahasannya 

dijelaskan mengenai konsep putusan N.O, faktor-faktor yang menjadi 

penyebab putusan N.O, hingga studi kasus yang memaparkan putusan N.O 

dalam putusan hakim. Walaupun dalam penelitiannya Penulis Vicky 

menjelaskan mengenai perkara gugat cerai, tetapi secara keseluruhan teori 

yang digunakan untuk analisis putusan N.O sejalan dengan penelitian penulis, 

sehingga skripsi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengembangan 

penelitian ini.  

Keempat, buku oleh M. Nur Rasaid, “Hukum Acara Perdata.” Di 

dalamnya mengatur tentang rangkaian prosedur beracara di muka pengadilan 

sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Penjelasan teori yang digunakan 

membantu Penulis untuk memahami prosedur beracara perdata mulai dari 

pengajuan gugatan, pemanggilan, mediasi, proses persidangan (pembacaan 

                                                           
13

 Vicky Dede Aridha, “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet 

Ontvankelijke Verklaraard) Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 

2020,” Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2022). 
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gugatan, replik dan duplik, pembuktian), penyampaian hasil putusan hingga 

upaya hukum (banding dan kasasi).
14

 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Gugatan 

Teori ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis 

rumusan masalah pertama penelitian dari sisi konstruksi surat gugatan 

penggugat. Teori ini menjadi dasar objek kajian penelitian yang 

berfokus pada aspek formil surat gugatan, dengan permasalahan utama 

dalam putusan yang terletak pada konstruksi surat gugatan yang dinilai 

tidak memenuhi syarat formil karena terdapat ketidaksesuaian antara 

posita dan petitum, sehingga hakim menyatakan gugatan tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijke verklaard).  Dalam teorinya, perumusan 

gugatan tidak boleh dilakukan semaunya saja. Artinya, terdapat 

peraturan dalam proses perumusan gugatan agar dapat memenuhi 

syarat formil, guna menjamin kepastian hukum.
15

  

Dalam hukum acara perdata, gugatan menjadi dasar sekaligus 

batasan pemeriksaan hakim yang berguna dalam menjalankan seluruh 

alur peradilan, dari pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga 

penjatuhan putusan, sehingga gugatan perlu dirumuskan sesuai 

                                                           
14

 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cetakan ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 

2003). 
 

15
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 50.  
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aturan.
16

 Melalui teori ini penulis akan menilai kesesuaian konstruksi 

surat gugatan sehingga ditemukan hal-hal yang melatarbelakangi 

penilaian hakim yang menyatakan gugatan obscuur libel dan tidak 

dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), dan mengkaji apakah 

pertimbangan hakim telah sesuai dengan kaidah hukum acara perdata 

mengenai penyusunan surat gugatan.  

Teori ini digunakan untuk menganalisis konsep obscuur libel 

sebagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas yuridis suatu surat 

gugatan. Penilaian bahwa suatu gugatan bersifat kabur tidak 

didasarkan oleh benar atau salahnya dalil penggugat, melainkan pada 

terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil dalam penyusunan 

gugatan. Dengan demikian, analisis terhadap obscuur libel harus 

diawali dengan menilai apakah gugatan telah memenuhi unsur 

kejelasan identitas para pihak, kejelasan objek sengketa, kesesuaian 

antara posita dan petitum, serta konsistensi dasar hukum yang 

digunakan. Jika dikaitkan dengan kasus pada gugatan obscuur libel 

dalam perkara a quo, penulis akan menganalisis hubungan antara 

konstruksi surat gugatan yang diajukan penggugat dengan 

pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

6/Pdt.G.S/2024/PN Btm. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah 

penetapan gugatan sebagai obscuur libel telah sesuai dengan aturan 

                                                           
16

 Tata Wijayanta dkk., “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya 

Terhadap Konsep Kebenaran Formal,” Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3 (2010), hlm. 574. 
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hukum acara perdata serta implikasi keberadaan cacat formil yang 

secara yuridis menghalangi pemeriksaan terhadap pokok perkara. 

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 

Teori ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis 

rumusan masalah pertama penelitian dengan menelaah unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum berdasarkan aturan KUHPerdata yang 

memiliki ketentuan berbeda dengan wanprestasi. Unsur- unsur ini 

merupakan satu kesatuan yang nantinya dijadikan dasar dalam posita 

dan kemudian diarahkan dengan sinkron ke dalam petitum. Teori ini 

digunakan sebagai parameter untuk menentukan apakah dalil-dalil 

yang disusun penggugat memang mencerminkan karakteristik gugatan 

perbuatan melawan hukum atau justru tercampur dengan adanya dalil 

wanprestasi. 

3. Teori Wanprestasi 

Teori ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis 

rumusan masalah pertama penelitian dari gugatan dalil wanprestasi 

yang lahir oleh adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 

7 tanggal 21 Juli 2020. Untuk menilai apakah konstruksi dalil atau 

posita yang diajukan telah dirumuskan secara tepat berdasarkan dalil 

wanprestasi, maka perlu dianalisis berdasarkan unsur-unsur 

wanprestasi. Penggunaan teori ini akan memaparkan bahwa suatu 

gugatan wanprestasi tidak cukup hanya menunjukkan adanya 

hubungan perjanjian antara para pihak, tetapi juga harus memuat 
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unsur-unsur wanprestasi. Unsur-unsur ini nantinya akan digunakan 

untuk menilai apakah dalil-dalil yang diuraikan dalam posita telah 

selaras dengan tuntutan yang dimohonkan dalam petitum. Teori ini 

juga digunakan untuk menguji apakah penggugat telah membangun 

konstruksi gugatan wanprestasi secara utuh, konsisten, dan memenuhi 

kaidah penyusunan gugatan dalam hukum acara perdata. 

4. Teori Pembuktian 

Teori ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis 

rumusan masalah kedua penelitian dari sisi kajian mengenai akibat 

yuridis dari cacat formil terhadap tahapan pembuktian dalam proses 

pemeriksaan perkara. Teori ini digunakan untuk menilai apakah 

putusan hakim yang tidak melanjutkan pemeriksaan ke tahap 

pembuktian telah sesuai dengan aturan hukum acara perdata. 

Pembuktian bertujuan sebagai penentuan kebenaran fakta-fakta yang 

menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.
17

 Dalam 

praktiknya, hakim melakukan proses pembuktian sebagai  prosedur 

untuk menguji fakta-fakta yang telah didalilkan dalam surat gugatan 

dan jawaban, peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana 

penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi 

                                                           
17

 Muhammad Irfan luthfi Damanik dan Fauziah Lubis, “Arti Pentingnya Pembuktian 

dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata,” Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2 (2024), 

hlm. 75. 
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kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan 

umum.
18

 

Dalam kaitannya dengan kasus pada gugatan obscuur libel dalam 

perkara perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) perumahan (studi 

putusan PN Batam No. 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm), penulis akan 

menganalisis ketepatan putusan Hakim yang menghentikan 

pemeriksaan sebelum memasuki tahap pembuktian atas dasar adanya 

gugatan obscuur libel. Analisis ini diarahkan untuk menilai hubungan 

antara kejelasan gugatan, objek pembuktian, beban pembuktian, serta 

kewenangan hakim dalam memeriksa alat bukti. 

Dalam hal ini, analisis tidak diarahkan pada benar atau salahnya 

bukti yang diajukan oleh para pihak, melainkan pada pertanyaan 

apakah hakim memang memiliki dasar hukum untuk memasuki tahap 

pembuktian ketika objek pembuktian belum dapat ditentukan akibat 

gugatan yang obscuur libel. Melalui teori ini, penulis akan 

menganalisis bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata tidak 

dapat dipisahkan dari kejelasan gugatan karena pembuktian pada 

hakikatnya merupakan proses menguji dalil yang telah dirumuskan, 

bukan proses menemukan atau memperbaiki dalil tersebut. 

 

 

 

                                                           
18

 Gema Al Aqsha dan Abdul Hafizh, “Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap 

Pertambanhan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian,” Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 

Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 4. 
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5. Asas Hakim Bersifat Pasif 

Teori ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis 

rumusan masalah kedua penelitian yang erat kaitannya dengan proses 

pembuktian. Dalam hukum acara perdata, asas hakim bersifat pasif 

bermakna bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang 

diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh 

para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh hakim.
19

. 

Hakim tidak diberi kewenangan untuk membentuk sendiri objek 

sengketa, mengubah dasar gugatan, maupun menyempurnakan 

konstruksi gugatan yang dirumuskan oleh penggugat. Terkait ruang 

lingkup pemeriksaan, seperti fakta hukum yang akan dibuktikan, 

bergantung pada kejelasan gugatan yang diajukan oleh penggugat.
20

  

Dalam kaitannya dengan kasus pada gugatan obscuur libel dalam 

perkara perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) perumahan (studi 

putusan PN Batam No. 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm), penulis akan 

menganalisis hubungan antara gugatan obscuur libel, ruang lingkup 

kewenangan hakim, dan keberlangsungan proses pembuktian ditinjau 

dari asas hakim bersifat pasif. Asas ini digunakan untuk menguji 

batasan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara 

perdata dan menjelaskan mengapa hakim tidak dapat mengatasi cacat 

formil gugatan dengan cara mengoreksi atau memperbaiki isi gugatan, 

                                                           
19

 Moody Rizky Syailendra Putra dkk., “Asas Pasif Bagi Hakim Perdata dalam Mengadili 

Sebuah Perkara di Pengadilan: Studi Perkara No. 819/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Utr,” NoLaj: Notary Law 

Journal, Vol. 4 No. 2 (2025), hlm. 84. 

 
20

 Ibid, hlm. 85. 
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meskipun hakim memahami maksud yang ingin dicapai oleh 

penggugat. Asas ini digunakan untuk menilai apakah tindakan hakim 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN 

Btm telah mencerminkan keseimbangan antara kewajiban memberikan 

keadilan, menjaga kepastian hukum, serta menghormati batas-batas 

kewenangan kehakiman yang ditetapkan oleh hukum acara perdata. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

menelaah suatu persoalan secara sistematis. Melalui metode ini, penyusun 

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara objektif agar 

dapat menarik kesimpulan yang tepat. Dengan demikian, metode 

penelitian disusun agar penelitian dapat berjalan terarah dan memberikan 

hasil yang bermanfaat.  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini disusun menggunakan metode hukum normatif 

(normative legal research) dengan melakukan eksplorasi terhadap 

data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Perdata (KUHAper), teori hukum, pendapat 

ahli, dll. Penelitian dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan 

informasi yang sumber utamanya ada pada karya tulis ilmiah seperti 

buku, jurnal ilmiah, artikel internet, dan skripsi atau penelitian-
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penelitian sebelumnya sehingga penelitian akan secara mendalam 

dilakukan dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), 

serta dilakukan analisis yuridis pada putusan-putusan dari Direktori 

Putusan Mahkamah Agung. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan 

pendekatan kualitatif. Penulis terlebih dahulu akan menguraikan 

mengenai konsep gugatan, khususnya pada gugatan kabur (obscuur 

libel), konsep mengenai putusan N.O, serta teknik beracara dalam 

hukum acara perdata. Selanjutnya, penelitian ini akan menjabarkan 

kasus posisi serta membahas pembentukan PPJB antara Penggugat dan 

Tergugat, selanjutnya penulis akan menautkannya pada kajian 

konseptual yang ada pada karya tulis ilmiah termasuk pula pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang.  

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis dengan menelaah 

pasal-pasal di dalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya 

mengenai Tugas dan Kewenangan badan peradilan pada UU No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu penelitian juga 

berdasarkan pada Pasal 8 ayat (3) Rv mengenai syarat substansial dari 

surat permohonan gugatan yang diajukan penggugat.  

Adapun penelitian ini juga melakukan pendekatan konseptual 

melalui teori gugatan, teori wanprestasi, teori perbuatan melawan 
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hukum, teori pembuktian, dan asas hakim bersifat pasif. Penelitian ini 

juga menerapkan pendekatan kasus pada Putusan Mahkamah Agung 

untuk menganalisis pertimbangan hakim di dalamnya yang menyoroti 

isu putusan N.O akibat gugatan obscuur libel. 

4. Sumber Data 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer sendiri diperoleh dari perundang-undangan 

atau yang disebut juga sebagai hukum positif.
21

 Adapun penulis 

menyertakan beberapa data primer sebagai berikut: 

1) Pasal 8 ayat (3) Rv, sebagai pedoman dalam Kitab Hukum 

Acara Perdata (KUHAPer) yang mengatur mengenai syarat-

syarat formil surat gugatan. 

2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, untuk menguji ketepatan pelaksanaan tugas dan 

wewenang hakim. 

3) Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 RBg, mengatur mengenai 

gugatan tertulis dalam gugatan kontentiosa. 

4) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN 

Btm, sebagai salah satu contoh putusan yang tidak diterima 

akibat terdapat gugatan yang kabur di dalamnya. 

 

 

                                                           
21

 Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif 

Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” Smart Law Journal, Vol.  2 No. 2 

(2023), hlm. 120. 
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b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel 

ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum sekunder 

bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu data sekunder yang bersifat 

pribadi, data sekunder di bidang hukum, dan juga data sekunder 

bersifat publik.
22

 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier sendiri dapat diperoleh dari kamus maupun 

ensiklopedia.
23

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik 

studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan berbagai data 

dan fakta hukum yang ditemukan dari literatur dan karya tulis ilmiah 

seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, putusan pengadilan, jurnal, buku, artikel 

ilmiah maupun laporan hasil penelitian terdahulu termasuk skripsi, 

tesis, dan lain sebagainya.  

Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis terhadap putusan-

putusan lain untuk mengetahui berbagai macam pertimbangan hakim 

dalam penjatuhan putusan N.O akibat gugatan obscuur libel yang 

isunya relevan dengan kasus ini. 

 

                                                           
22

 Ibid. 

 
23

 Ibid. 
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6. Analisis Data 

Penelitian disusun dengan teknik analisis data berupa deskiptif-

analitis dengan metode  analisis deskriptif dengan menguraikan tiap-

tiap hasil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, 

dilakukan analisis dengan pendekatan yuridis, pendekatan kasus, dan 

konseptual. 

Melalui pendekatan yuridis penulis akan menelaah hukum positif 

tercantum yang telah dipaparkan sebelumnya, terkhusus pada Pasal 8 

ayat (3) Rv dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, pada pendekatan kasus penulis 

akan menjelaskan kasus posisi pada putusan dan memaparkan 

pertimbangan hukum yang ada pada putusan tersebut. Selanjutnya 

dilakukan analisis terhadap bentuk dalil gugatan yang menjadikan 

gugatan dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm. dinilai tidak 

jelas/kabur sehingga diputus N.O oleh hakim.  

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Gugatan Obscuur Libel pada 

Gugatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN BTM)” 

akan disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah 
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pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

yang menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian. 

Bab kedua, berisi pemaparan tentang telaah pustaka dan kerangka 

teori yang digunakan. Penulis menguraikan pembahasan terhadap teori 

utama yang akan digunakan, mulai dari tinjauan umum tentang hukum 

perjanjian, konsep gugatan dan gugatan obscuur libel, konsep Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB), Tinjauan umum tentang putusan Niet 

Onvantkelijke Verklaard (N.O), konsep dasar wanprestasi dan perbuatan 

melawan hukum. 

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan menjabarkan terkait identitas 

para pihak, kasus posisi, meliputi fakta-fakta hukum yang ada seperti 

pertimbangan hakim dan amar putusan majelis hakim.  

Bab Keempat, berisi analisis yuridis terhadap gugatan obscuur libel 

dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm. Analisis dalam bab ini 

difokuskan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan mengkaji 

mengetahui apakah gugatan yang diajukan penggugat telah memenuhi 

kriteria obscuur libel menurut hukum acara perdata dan mengkaji 

ketepatan pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan obscuur libel 

dan memutus putusan Niet Onvantkelijke Verklaard (N.O). 

Bab Kelima, berisi penutup di mana tercantum kesimpulan dari 

keseluruhan penelitian dan dilengkapi dengan saran yang diharapkan 

mampu direalisasikan serta bermanfaat bagi masyarakat dan praktisi 

hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G.S/2024/PN Btm dinyatakan 

obscuur libel karena tidak memenuhi syarat formil gugatan yang 

baik. Ditinjau dari teori gugatan, surat gugatan harus memuat 

identitas para pihak, posita yang jelas, petitum yang selaras, serta 

dasar hukum yang tegas agar dapat menjadi dasar pemeriksaan 

perkara oleh hakim. Dalam perkara ini, terdapat ketidaksesuaian 

antara posita dan petitum, karena penggugat di satu sisi 

mempersoalkan pembatalan sepihak atas PPJB, tetapi di sisi lain 

justru meminta agar PPJB tersebut dinyatakan batal, sehingga 

gugatan menjadi saling bertentangan dan tidak jelas. Analisis lebih 

lanjut, penggugat juga mencampuradukkan dalil wanprestasi dan 

perbuatan melawan hukum tanpa batas yang tegas, sehingga hakim 

tidak memiliki dasar hukum untuk menentukan ruang lingkup 

sengketa maupun bentuk perlindungan hukum yang diajukan. 

Melalui teori kepastian hukum, pertimbangan hakim untuk 

menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah tepat, karena 

hakim tidak dapat memeriksa pokok perkara apabila dasar 

sengketanya sendiri masih kabur. Pemeriksaan formil ini berfungsi 

sebagai langkah awal sebelum masuk kepada substansi perkara. 
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Dengan demikian, putusan N.O. dalam perkara ini menegaskan 

bahwa kejelasan, konsistensi, dan ketepatan konstruksi gugatan 

merupakan syarat penting untuk menjamin kepastian hukum 

sekaligus menjaga efisiensi peradilan, meskipun konsekuensinya 

penggugat harus memperbaiki dan mengajukan gugatan baru jika 

ingin melanjutkan perkara. 

2. Gugatan perdata harus disusun secara jelas dan konsisten sejak 

awal, terutama dalam menentukan apakah perkara didasarkan pada 

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, karena kedua 

sengketa hukum ini memiliki unsur pembuktian yang berbeda dan 

tidak dapat dicampir tanpa batasan yang jelas. Jika dasar gugatan 

dibuat kontradiktif, maka objek pembuktian menjadi tidak jelas, 

sehingga hakim tidak memiliki landasan normatif yang pasti untuk 

menilai alat bukti dan menentukan fakta hukum yang harus 

dibuktikan. Karena itu, langkah hakim yang menyatakan gugatan 

tidak dapat diterima (N.O.) sebelum masuk ke pokok perkara 

merupakan konsekuensi yuridis dari tidak terpenuhinya syarat 

formil gugatan, bukan penolakan terhadap hak penggugat untuk 

mencari keadilan. Putusan tersebut juga menunjukkan penerapan 

asas hakim bersifat pasif dan asas iudex non ultra petita, yaitu 

hakim hanya boleh memeriksa dan memutus sesuai apa yang 

diminta para pihak, tanpa mengubah sendiri dasar gugatan dari 

wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum atau sebaliknya. 



121 

 

 

B. Saran 

Saran untuk penggugat dan kuasa hukumnya agar lebih cermat dalam 

menyusun gugatan agar selaras dan tidak saling bertentangan. Perlu 

adanya kejelasan untuk mempertegas dasar gugatan guna menghindari 

gugatan kabur dan berakhir tidak diterima. Penggugat beserta dengan 

kuasa hukum diharapkan lebih memahami kedudukan hubungan hukum 

yang menjadi dasar sengketa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. 

Dalam perkara yang bersumber dari suatu perjanjian, Penggugat maupun 

kuasa hukum  perlu terlebih dahulu mengidentifikasi secara tepat apakah 

tindakan yang dipersoalkan merupakan wanprestasi atau perbuatan 

melawan hukum. Hal ini perlu untuk dipahami agar dasar gugatan sesuai 

dengan tuntutan yang ingin diajukan sehingga tidak menimbulkan 

kerancuan yang dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. 

Sebagai penegasan, perlu dipahami bahwa keberhasilan dalam pengajuan 

gugatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya kerugian, tetapi juga oleh 

ketepatan syarat formil sesuai hukum yang berlaku. 
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